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BAB V  

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

1. Putusan MA No 121 K/PID.SUS/2020 dan Putusan MA No 130 

PK/PID.SUS/2013 menunjukkan pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah 

Agung kurang tepat dalam menyatakan Karen Agustiawan, Fachrudin 

Yasin, dan Roy Achmad Ilham tidak bersalah karena memenuhi doktrin 

Business Judgement Rule karena dalam Putusan MA No 121 

K/PID.SUS/2020 Majelis Hakim Mahkamah Agung menyatakan Karen 

Agustiawan memenuhi doktrin yaitu tidak adanya unsur  kecurangan 

(freud), benturan kepentingan (conflict of interest), perbuatan melawan 

hukum dan kesalahan yang disengaja. Akan tetapi unsur freud dan 

perbuatan melawan hukum tidak dijelaskan tergolong dalam unsur yang 

mana dalam doktrin  Business Judgement Rule diatur di Pasal 97 ayat (5) 

Undang-Undang Perseroan Terbatas, Pasal 5 ayat (3) UU BUMN dan 

Pasal 25 PERMEN BUMN No 1 Tahun 2011. Majelis Hakim Mahkamah 

Agung tidak mencantumkan Pasal 97 ayat (5) huruf a dan c yang mana 

pasal tersebut mengatur unsur kesalahan yang disengaja dan conflict of 

interest sedangkan terdapat asas hakim dalam memutuskan harus memuat 

alasan yang rinci dan jelas. Putusan MA 130 PK/PID.SUS/2013 

menyatakan novum telah menunjukkan Fachrudin Yasin dan Roy Achmad 

Ilham telah memenuhi prinsip kehati-hatian dalam doktrin Business 

Judgement Rule sedangkan kedua terpidana bukan subyek hukum Direksi, 

tidak berwenang mengambil keputusan Direksi, dan Majelis Hakim 

Mahkamah Agung tidak menjelaskan secara rinci mengenai unsur yang 

terpenuhi dan tidak mencantumkan pasalnya. 

 

2. Paremeter doktrin Business Judgement Rule dapat dilihat dari subyek dan 

obyek hukum doktrin yaitu Direksi dan keputusannya. Apabila penjelasan 

mengenai subyek dan obyek hukum doktrin dalam Pasal 97 ayat (5) 

Undang-Undang Perseroan Terbatas belum jelas maka dapat berpedoman 
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dengan pendapat ahli hukum dan peraturan lainnya seperti Pasal 5 ayat (3) 

UU BUMN dan Pasal 25 PERMEN BUMN No 1 Tahun 2011. Akan tetapi 

Majelis Hakim Mahkamah Agung tidak mengupayakan hal tersebut 

sehingga Fachrudin Yasin dan Roy Achmad Ilham dianggap subyek 

hukum Direksi dan persetujuan dari mereka menjadi obyek hukum doktrin 

sehingga memenuhi unsur prinsip kehati-hatian. Apabila melihat 

penerapan doktrin Business Judgement Rule dalam dua putusan tersebut, 

maka kedua putusan ini belum bisa menjadi pembentukan Yurisprudensi 

karena tidak memenuhi persyaratan dan pertimbangan Majelis Hakim 

Mahkamah Agung dalam Putusan MA No 121 K/PID.SUS/2020 dan 

Putusan MA No 130 PK/PID.SUS/2013 menunjukkan penerapan teori 

hukum dan peraturan perundang-undangan yang tidak tepat 

mengakibatkan terjadi perbedaan konsep dengan kenyataan praktik 

hukum.  

 

5.2 Saran 

1. Diperlukan adanya pemahaman lebih oleh aparat penegak hukum 

mengenai doktrin-doktrin dalam Hukum Perusahaan. Penerbitan 

literasi dalam bentuk Buku atau Pedoman tentang doktrin-doktrin 

Hukum Perusahaan bagi Direksi dan jajarannya di BUMN juga dapat 

meningkatkan pemahaman terkait doktrin-doktrin Hukum Perusahaan 

yang sedang berkembang.  

2. Aparat penegak hukum juga diharapkan dapat mempertimbangkan 

dengan bijak antara mens rea dan actus reus yang dilakukan oleh 

seseorang, sebab untuk menilai apakah seseorang dapat dibebani 

doktrin Business Judgement Rule atau tidak, aparat penegak hukum 

juga harus melihat adakah niat jahat yang sejalan dengan perbuatan 

seseorang yang bertentangan dengan doktrin Business Judgement Rule.  
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